







2.1 Definisi Pajak 
Definisi pajak menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh Waluyo 
(2013:2) di antaranya sebagai berikut: 
a. Menurut Prof. Edwin R. A. Seligman 
“A tax is a compulsory constribution from the person to the government to 
defray the expenses incurred in the common interest of all without 
reference to special benefits conferred”. Dari definisi tersebut, berarti 
bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari seseorang kepada 
pemerintah dalam rangka membiayai pengeluaran untuk kepentingan 
umum dari semua tanpa adanya manfaat khusus yang didapatkan. 
 
b. Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann 
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa 
adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum”. 
 
c. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets 
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrapretasi 
yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. 
 
d. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja 
 “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang, yang dipungut penguasa 
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-






e. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H 
“Pajak adalah iuran kepada kas Negara bedasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), 
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. 
 
Dari kelima definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 
melekat pada pengertian pajak adalah: 
1. Pemungutan pajak bersifat memaksa yang didasarkan pada undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
2. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
3. Tujuan dari pajak selain untuk budgeter, yaitu untuk mengatur. 
4. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 
Adanya kelima unsur tersebut, menjadikan pajak memiliki kekuatan 
hukum yang kuat. Jika terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi 









2.2 Jenis Pajak 
Dalam Priantara (2013:6) pajak digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu 
bedasarkan golongan, sifat, dan lembaga institusi pemungutannya. Berikut 
penjelasanya: 
1. Bedasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak 
tidak langsung. 
a. Pajak Langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib 
pajak dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar 
langsung pajaknya dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan ke pihak 
lain. Pajak ini terlebih dahulu dipungut oleh wajib pajak (pengusaha 
kena pajak) dan dibebankan kepada pengguna jasa atau barang yang 
dihasilkan oleh wajib pajak tersebut.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang 
Mewah (PPn.BM).  
2. Bedasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan objektif. 
a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya 
memperhatikan subjek pajak terlebih dahulu kemudian menentukan 
objeknya. 
Contoh: Wajib Pajak adalah PPh. 
b. Pajak Objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya memperhatikan 
objek pajak terlebih dahulu kemudian menentukan subjeknya. 
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Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) 
3. Bedasarkan lembaga institusi pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 
pajak pusat dan pajak daerah. 
a. Pajak Pusat adalah pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Keuangan, khususnya DJP. 
Contoh: PPh dan PPN. 
b. Pajak Daerah adalah pajak yang pajak yang proses administrasinya 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak 
Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.  
Contoh Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 
Contoh Pajak Kabupaten atau Kota: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak 
Reklame, Pajak Penerangan Jalan. 
Dengan adanya pembagian pajak bedasarkan golongan, sifat, dan lembaga 
institusi pemungutnya, maka dapat diketahui secara jelas mengenai berbagai 
macam jenis pajak, dasar pengenaan pajak, lembaga yang memungut pajak, serta 
klasifikasi pajak secara rinci. Dengan begitu, wajib pajak bisa mendapatkan 






2.3 Teori Pemungutan Pajak 
 Menurut Suandy (2014:26), terdapat beberapa teori untuk memberikan 
justification mengenai dasar pembenaran pemungutan pajak di Indonesia, yaitu: 
1. Teori Asuransi 
Negara bertugas untuk melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. 
Dalam hal ini, negara disamakan dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapat 
perlindungan, warga negara wajib membayar pajak sebagai premi. Tetapi teori 
ini sudah lama ditinggalkan, karena tidak cocoknya antara perbandingan dan 
kenyataan. Selain itu juga tidak adanya hubungan langsung antara pembayaran 
pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak. 
2. Teori Kepentingan  
Teori ini berasumsi bahwa pembayaran pajak memiliki hubungan dengan 
kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak 
individu yang menikmati jasa pekerjaan dari pemerintah, maka semakin besar 
pula pajaknya. Teori ini berlaku pada retribusi, tetapi sulit untuk 
dipertahankan.  
3. Teori Daya Pikul 
Teori ini menjelaskan bahwa besarnya pemungutan pajak harus sesuai dengan 
kemampuan membayar dari wajib pajak. Kemampuan diukur bedasarkan 
besarnya penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja dari wajib pajak. 
Teori ini diterapkan dalam pajak penghasilan, dimana wajib pajak akan 
dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan melebihi PTKP (Penghasilan 
Tidak Kena Pajak). 
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4. Teori Kewajiban Mutlak 
Teori ini dilandasi oleh paham organisasi negara, dimana negara memiliki 
tugas untuk menyelenggarakan dan mengambil keputusan untuk kepentingan 
umum, termasuk keputusan di bidang pajak. Degan begitu, maka negara 
memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat berkewajiban untuk 
membayar pajak. 
5. Teori Daya Beli 
Teori ini tidak memandang dari mana asal mula negara memungut pajak. Teori 
ini lebih melihat efek yang dihasilkan dari pemungutan pajak. Teori ini 
mengajarkan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak adalah dengan 
menyelenggarakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu 
maupun negara. 
 Dengan adanya kelima teori tersebut, dasar atas pemungutan pajak telah 
jelas dan sesuai dengan teori yang ada. Teori tersebut juga mengandung 
prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan sepanjang masa. Prinsip tersebut 










2.4 Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam Priantara (2013:7), sistem pemungutan pajak terdiri dari empat sistem, 
yaitu: 
1. Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang 
memberikan wewenang kepada pemungut atau aparatur pajak untuk 
menghitung besarnya pajak terutang wajib pajak. Dalam hal ini, wajib 
pajak bersifat pasif. 
2. Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan 
wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak 
terutangnya. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. 
3. Witholding Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang 
memberikan wewenang kepada pihak lain untuk menentukan besarnya 
pajak yang harus dipotong  sesuai dengan objek pajaknya. Pihak lain 
tersebut kemudian menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah 
dipotong tersebut. 
4. Semi Full Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak 
campuran antara self assessment system dan official assessment system. 
Saat ini, sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah Self 
Assesment System. Sistem ini mulai berlaku saat terjadinya reformasi perpajakan 
pada tahun 1983. Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh sebab itu, 
keberhasilan dari sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajaknya. 
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2.5 Pajak Penghasilan 
 Bedasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1, pajak 
penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek pajak 
penghasilan yang dimaksud antara lain ialah: 
1. Orang pribadi. 
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 
berhak. 
3. Badan. 
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 
Sedangkan yang bukan subjek pajak penghasilan adalah: 
1. Kantor perwakilan negara asing. 
2. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat lain dari negara 
asing, dan orang-orang yang bekerja dan bertempat tinggal bersama 
mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima 
penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya. 
3. Organisasi internasional yang menjadikan Indonesia sebagai bagian dari 
anggota organisasi dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh 
penghasilan dari Indonesia. 




Objek pajak menurut Waluyo (2013:109) adalah sasaran pengenaan pajak 
dan  sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Objek pajak PPh adalah 
penghasilan. Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak antara lain ialah: 
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh. 
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 
c. Laba usaha. 
d. Keuntungan karena penjualan atau karena penagihan aktiva. 
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebnkan sebagai 
biaya. 
f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan kerja karena jaminan 
pengembalian hutang. 
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi. 
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
n. Premi asuransi. 
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o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak. 
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
s. Surplus Bank Indonesia. 
Sedangkan penghasilan yang bukan termasuk sebagai objek pajak adalah: 
a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 
zakat. 
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha 
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
c. Warisan. 
d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 
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Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 
Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 
yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit). 
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi beasiswa. 
g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, 
atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 
2. bagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha 
milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 
yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang 
disetor. 
h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 
maupun pegawai. 
i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-
bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 
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perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 
kontrak investasi kolektif. 
k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 
pasangan usaha tersebut: 
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 
l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 
yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 
pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu 
paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah menjelaskan pengertian dari 
pajak penghasilan secara rinci, beserta subjek maupun objek pajaknya. 
Bedasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak baru 
akan dikenakan pajak apabila telah menerima penghasilan. Tetapi, hanya 
penghasilan yang termasuk dalam objek pajak saja yang akan dikenakan pajak. 
 
2.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 25 
Bedasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang 
dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran yang harus dibayar 
sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. Tujuan 
pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan 
beban pajak dalam membayar pajak terutang. Besarnya tarif  Pajak  PPh  Pasal  25  
untuk  Wajib Pajak  Badan adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 
besarnya tarif pajak penghasilan WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha 
tetap adalah sebesar 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak.   
2. Bedasarkan pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 
Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan        
Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 
50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00. 
3. Untuk keperluan penerapan tarif pajak jumlah Penghasilan Kena Pajak 
dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah.  
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Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, batas 
waktu penyetoran SPT Masa PPh 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah 
masa pajak berakhir. Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh 25 adalah 
paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak terlambat 
membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari 
tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sedangkan apabila wajib pajak 
badan terlambat dalam menyampaikan SPT Masa PPh 25, maka akan dikenakan 
denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,00. 
 
2.6 Pemeriksaan Pajak  
Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun data, 
keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
bedasarkan standar pemeriksaan yang berlaku untuk menguji kepatuhan 
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan (Sambodo, 2014: 62). Prosedur 
pemeriksaan di bidang pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 
Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya 
Laporan Hasil Pemeriksaan.  
Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SKP 
diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya 
25 
 
pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak (Waluyo, 
2013:53). Surat ketetapan pajak yang diterbitkan dapat berupa SKPKB, SKPKBT, 
SKPN, maupun SKPLB. Setelah SKPKB diterbitkan, jatuh tempo pelunasan 
kewajiban perpajakan yang harus dilunasi oleh wajib pajak adalah 1 bulan sejak 
diterbitkannya surat ketetapan pajak. Apabila dalam 1 bulan wajib pajak belum 
melaksanakan kewajibannya, maka akan dilakukan prosedur penagihan pajak oleh 
fiskus. 
Ada beberapa kriteria tertentu untuk menentukan sasaran pemeriksaan 
pajak. Sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:41) adalah: 
a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar. 
b. Kesalahan hitung 
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan. 
d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak 
dalam kewajiban peperpajakan. 
 Dapat disimpulkan bahwa tindakan pemeriksaan pajak baru akan 
dilakukan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan 
baik, termasuk kesalahan dalam penghitungan pajaknya. Tujuan dari pemeriksaan 
pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan 
pajak merupakan wujud dari dilakukannya pemeriksaan pajak. Wajib pajak harus 
melunasi tanggungan pajaknya bedasarkan surat ketetapan yang telah diterbitkan 






LANGKAH-LANGKAH PEMERIKSAAN PAJAK 
       Program              Teknik              Prosedur             Metode               Hasil 
   Pemeriksaan       Pemeriksaan      Pemeriksaan      Pemeriksaan      Pemeriksaan 
 
             -Menelusuri          -Mengevaluasi      Langsung                 Laporan hasil   
             -Mencari               -Menganalisis       Menguji                    pemeriksaan: 
             -Mengumpulkan    angka-angka        kebenaran angka-      -Tingkat 
             -Mengolah            -Menguji               angka SPT melalui     kepatuhan 
                                      keterkaitan            penelusuran               administratif 
                              -Memanfaatkan      laporan keuangan,    -Tingkat 
          Data             berbagai data        neraca, buku besar,    kepatuhan 
                               dan informasi        dan dokumen             materiil 
                               dari pihak              pendukung lainnya    maupun  
                               terkait                                                      yuridis formal 
                              -Menguji               Tidak Langsung       -Selisih  
                               kebenaran fisik     Menganalisis:             koreksi 
                              -Menjumlahkan     -Laporan keuangan 
                               kembali angka-      tahun berjalan 
                               angka ke bawah     dan tahun 
                               dan ke samping     sebelumnya 
                              -Mengadakan        -Transaksi tunai 
                                inspeksi               -Transaksi bank 
                              -Melakukan           -Penggunaan dana 
                                verifikasi             -Kekayaan bersih 
                              -Menguji               -Satuan volume 
                               kebenaran serta     penjualan dalam 
                               keaslian                 laporan penjualan 
                               dokumen              -Arus produksi 
                              -Mengadakan          pada tahun yang 
                               konfirmasi             diperiksa 
                               dengan                  -Laba kotor tahun  
                               pihak terkait           yang diperiksa 
                              -Melakukan           -Penyusutan aset 
                               wawancara           -Biaya hidup WP 
                               dengan WP           -Dan lainnya yang 
                                                              dianggap perlu 
                                                                          oleh pemeriksa. 
Sumber: Suandy (2016:126) 
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2.6.1 Jenis Pemeriksaan 
Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Jenis Pemeriksaan Pajak 
dibedakan menjadi: 
1. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat 
Jenderal Pajak. 
2. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat 
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib 
Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
Dalam Priantara (2013:60), jenis pemeriksaan bedasarkan tujuannya 
dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1. Pemeriksaan Kepatuhan, pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 
2. Pemeriksaan dengan tujuan lain, pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka 
melaksanakan ketentuan perpajakan. 
Salah satu tujuan diadakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. 
Telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, bahwa ruang lingkup 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara 





a. satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, 
b. baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak, 
c. dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. 
 
2.6.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak 
Bedasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, 
Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal : 
1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk 
yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan 
ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. 
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan 
dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 
3. Tidak manyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi 
melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. 
Pemeriksaan ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau 
meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan 
jenis pemeriksaan lapangan. 
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi 
bedasarkan hasil analisis resiko yang terindikasi tidak memenuhi kewajiban 
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perpajakan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 
2.6.3  Surat Ketetapan Pajak 
Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketetapan Pajak dibedakan menjadi SKPKB, 
SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Adapun jangka waktu dan penyebab 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah sebagai berikut: 
1. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) 
       DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak 
atau kurang dibayar atau dalam hal WP karena kealpaannya tidak 
menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau 
tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga 
dapat menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara. Setelah SKPKB 
diterbitkan, jatuh tempo pelunasan kewajiban perpajakan adalah 1 bulan sejak 
diterbitkannya surat ketetapan pajak. 
2. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) 
       SKPKBT dapat diterbitkan oleh DJP dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang menyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan 
pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. 
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3. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) 
       Penerbitan SKPN dapat dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dalam hal 
jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah 
pajak yang terutang, atau dalam hal pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak atau tidak ada pembayaran pajak. 
4. SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) 
       Penerbitan SKPLB dilakukan setelah pemeriksaan dalam hal jumlah kredit 
pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang 
terutang, atau apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak 
terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.        
       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak memiliki 
fungsi sebagai surat keputusan dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang 
terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar.     
Apabila wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya, maka akan dilakukan 









2.7 Penagihan Pajak 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 UU Nomor 28 Tahun 2007, 
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi 
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, 
menjual barang yang telah disita. Fungsi dari penagihan pajak adalah sebagai 
tindakan penegakan hukum kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar 
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan. 
Menurut Suandy (2014: 169) penagihan pajak dapat dikelompokkan 
menjadi 2 yaitu: 
1. Penagihan pajak pasif 
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan 
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi 
lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari 
setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang 
dimulai dengan menerbitkan surat teguran. 
2. Penagihan pajak aktif 
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, 
dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti 
tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak 
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tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan 
pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung 
selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat 
paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang. 
Dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan pajak merupakan salah satu 
cara untuk memaksa kepatuhan wajib pajak. Dengan diterbitkannya surat paksa, 
merupakan wujud dari dilakukannya penagihan pajak. Apabila surat paksa telah 
diterbitkan, maka wajib pajak harus melunasi tanggungan pajaknya dalam jangka 
waktu 2x24 jam. Apabila wajib pajak belum juga melunasinya, maka akan 
dilakukan tindakan penyitaan. 
 
2.7.1 Jadwal Waktu Penagihan Pajak 
Bedasarkan Ketentuan Umum Perpajakan, Penagihan pajak dapat 
dilakukan dengan cara bertahap, yaitu dengan penerbitan surat teguran, surat 
paksa, penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, 
dan pelaksanaan lelang. Berikut penjelasan beberapa tahapan tersebut:  
1. Penerbitan Surat Teguran 
Penagihan Pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran 
oleh Kepala KPP. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak 
yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Surat 





2. Penerbitan Surat Paksa 
Surat paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh 
Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal disampaikan Surat 
Teguran. Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara 
langsung oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.  
3. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diterbitkan apabila setelah lewat waktu 
2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak dan 
utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak.  
4. Pengumuman Lelang 
Lelang dapat diumumkan apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal 
pelaksanaan penyitaan. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan 
biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang. 
5. Pelaksanaan Lelang 
Lelang dilaksanakan Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak Pengumuman 
Lelang. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan 
Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui 






TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK 
 
                                         7 Hari                  21 Hari                  2 x 24 Jam                 14 Hari                           14 Hari 
 
   Dasar               Jatuh                    Surat                       Surat                   Penyitaan                 Pengumuman                 Pelaksanaan 





     STP 
   SKPKB 
  SKPKBT 
      dll 
  
             
Sumber: Suharsono (2015:177)                                                               
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2.7.2 Penagihan dengan Surat Paksa  
Pengertian surat paksa telah diatur dalam UU No. 19 tahun 2000 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi: “Surat paksa adalah surat 
perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Penagihan dengan 
surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan 
penegakan hukum di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah 
terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat 
dilakukan. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak 
tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau 
sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi 
angsuran pembayaran pajak.  
Dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 19 tahun 2000  disebutkan bahwa surat 
paksa sekurang-kurangnyaharus memuat: 
1) Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak 
2) Dasar penagihan 
3) Besarnya utang pajak 
4) Perintah untuk membayar 
Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
1) Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan 
tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding 
2) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya 
3) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan 
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Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Pasal 8 ayat 1 UU 
No. 19 Tahun 2000 menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, 
yaitu: 
1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan 
surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus 
3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 
Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada: 
1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik 
modal 
2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan 
Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 
2×24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat 
perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak 
mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan apabila Wajib Pajak 
dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Pengawas. Sedangkan 
dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa 





2.8  Penerimaan Pajak 
Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berasal dari 
Wajib Pajak yang berhasil dihimpun oleh KPP. Pemungutan pajak merupakan 
perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara 
langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan 
untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Menurut (Waluyo 2013:3) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan 
penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat 
menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi 
masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang keuangan, pajak juga dipandang 
sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari 
penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari 
penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk 
menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.  
Upaya memaksimalkan penghimpunan pajak negara dapat dilakukan 
melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. 
Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menambah atau memperluas subyek pajak 
maupun obyek pajak. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak yang 
terhimpun diikuti oleh peningkatan jumlah Wajib Pajak. Intensifikasi dilakukan 
dengan upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dari subyek pajak dan obyek 
pajak yang telah ada. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan 




2.9  Penelitian Terdahulu 
Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait 
dengan topik penelitian ini. 
1. Penelitian dari Sari dan Afriyanti (2012) membahas mengenai pengaruh 
kepatuhan WP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 
Badan. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kepatuhan WP dan 
pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap 
penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. 
2. Syahab dan Gisijanto (2008) membahas tentang pengaruh penagihan pajak dan 
surat paksa pajak terhadap Penerimaan PPh Badan. Hasil penelitian ini 
menyebutkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara penagihan 
pajak dan surat paksa pajak dengan penerimaan PPh Badan. 
3. Mahendra dan Sukartha (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh 
kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak pada penerimaan PPh Badan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kepatuhan   wajib   pajak, pemeriksaan 
pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPh Badan.  
4. Prihastanti dan Kiswanto (2015) membahas mengenai tingkat kepatuhan WP 
Badan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. 
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan 
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, variabel 
pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tingkat 
kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak semakin diperlemah 
dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating, sedangkan 
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penagihan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel 
kontrol terhadap penerimaan pajak. 
5. Suhendra (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat kepatuhan WP 
Badan terhadap peningkatan penerimaan PPh Badan. Penelitian ini 
menghasilkan bahwa secara simultan tingkat kepatuhan WP Badan, pemeriksaan 
pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan 
6. Agusti dan Herawati (2009) membahas mengenai pengaruh tingkat kepatuhan WP 
Badan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara kepatuhan WP Badan terhadap peningkatan penerimaan 
pajak. Namun, pemeriksaan pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara 
kepatuhan WP Badan dan peningkatan penerimaan pajak.  
Dalam hal ini, model yang digunakan penelitian sebelumnya adalah 
regresi berganda. Dimana hasil dari analisis ini tidak dapat menggambarkan 
secara langsung variabel mana yang lebih mempengaruhi penerimaan pajak. 
Selain itu, data yang digunakan selisihnya terlalu jauh, sehingga hasil dari 
penelitian tidak dapat menjawab keterkaitan antar variabel yang lebih detail.  
Untuk menggambarkan hasil penelitian yang lebih detail, peneliti 
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Analisis ini dapat mengetahui 
pergerakan penerimaan pajak yang lebih detail seiring dengan meningkatnya 




2.10 Kerangka Penelitian 
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